
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi 

Kata implementasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu implementation 

yang berasal dari kata kerja (to) implement yang berarti membuat apa yang telah 

diputuskan secara resmi digunakan atau terjadi.1 Definisi Implementasi menurut 

para ahli yaitu : suatu pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang telah 

dirangkai secara terperinci dan matang. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap tepat. Menurut ahli yang bernama Nurdin Usman, 

implementasi diartikan sebagai kegiatan, tindakan, aksi atau adanya mekanisme 

suatu sistem, implementasi bukan hanya kegiatan, tapi suatu kegiatan yang 

tersistematis dan terencana untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan.2 Implementasi 

juga diartikan sebagai perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk dapat mencapainya dan membutuhkan 

jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.3 

 Pendapat ahli dan pengertian diatas menerangkan bahwa implementasi itu 

bermuara pada mekanisme sebuah sistem. Berdasarkan pendapat ahli dan 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu aktifitas yang 

terencana, bukan hanya suatu kegiatan dan dilakukan secara serius atau 

bersungguh-sungguh berdasarkan pedoman norma-norma tertentu untuk mencapai 

                                                           
1 Oxford Advanced Ginie Dictionary: (to) implement: to make something that has been officially 

decided start to happen or be used. 
2 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70 
3 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 
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tujuan akfitas tersebut. Maka dari itu, implementasi tidak bisa berdiri sendiri tetapi 

ditentukan oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Impelemntasi kurikulum 

merupakan proses pelaksanaan program, ide dan kegiatan baru dengan tujuan 

individu lain bisa mendapat dan memberikan perubahan pada sebuah pembelajaran 

dan mendapat hasil yang diinginkan. 

B. Tinjauan Umum tentang Disiplin 

Pengertian disiplin bisa diartikan sebagai sebuah hukuman, meskipun arti yang 

sejatinya bukanlah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin yaitu iDisciplinai 

yang bermakna pendidikan atau latihan kerohanian serta sopan santun atau tabiat. 

Maka, sifat disiplin berhubungan dengan pengembangan sikap yang baik bagi 

pekerjaan.4 

Disiplin adalah sikap atau tindakan seseorang yang secara senang hati mematuhi 

segala macam norma-norma serta peraturan yang berlaku, disiplin merupakan 

kegunaan operatif sumber daya manusia yang utama karena semakin disiplinnya 

seseorang, maka semakin tinggi pula lah prestasi kerja yang didapat oleh seseorang 

tersebut. Tanpa adanya disiplin yang baik, sulit bagi seseorang untuk mendapat 

hasil yang maksimal. 

Disiplin harus dilaksanakan dalam suatu oraganisasi, karena tanpa adanya sikap 

disiplin yang baik, maka sulit bagi suatu organisasi untuk bekerja secara maksimal 

dan merealisasikan tujuannya. Sikap disiplin adalah faktor keberhasilan dalam 

menggapai sebuah tujuan dan pada pelaksanaannya ada banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat seseorang dalam sebuah organisasi, antara lain yaitu 

                                                           
4 I.G. Wursanto, Managemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hal. 108 



kemampuan dan tujuan, keteladanan pimpinan, balas jasa, sanksi hukuman, 

keadilan dan hubungan kemanusiaan.5 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil dalam menaati kewajiban serta 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaatii atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin.6 Kewajiban serta larangan bagi pegawai negeri sipil juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil Pasal 3 dan Pasal 4. Kewajiban PNS yang diatur dalam Pasal 3 antara 

lain :7 

SetiapiPNSiwajib : 

1. Mengucapkanisumpahi/janjii PNS;i 

2. Mengucapkanisumpahi/janjii jabatan;i 

3. Setiaidanitaat sepenuhnyaikepadaiPancasilai, Undangi-iUndangi DasariNegarai 

RepublikiIndonesiaiTahuni1945, NegaraiKesatuaniRepublikiIndonesia, dan 

Pemerintahi; 

4. Menaatiisegalaiketentuaniperaturaniperundangi-undangan; 

                                                           
5 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2009, hal 172 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 

angka (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah : Kesanggupan 

Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, Lembaran Neara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74   
7 Penjelasan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74 



5. MelaksanakanitugasikedinasaniyangidipercayakanikepadaiPNSidenganipenuh  

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6. Menjunjungitinggiikehormataninegara, Pemerintah,idan 

MartabatiPNS; 

7. Mengutamakanikepentinganinegaraidaripadaikepentinganisendiri, seseorang, 

dan/atau golongan;i 

8. Memegangirahasiaijabataniyangimenurutisifatnyaiatauimenurutiperintahiharusi 

dilaksanakani; 

9. Bekerjaidenganijujur, tertib, cermatidanibersemangat untuk 

kepentingan negara; 

10. Melaporkanidenganisegeraikepadaiatasannyaiapabilaimengetahui ada hal 

yangidapatimembahayakaniatauimerugikaninegaraiatauiterutamaidiibidang 

keamanan, keuangan, dan materiil; 

11. Masukikerjaidanimenaatiiketentuanijamikerja; 

12. Mencapaiisasaranikerjaipegawaiiyangiditetapkan; 

13. Menggunakanidanimemeliharaibarang-barangimilikinegaraidengan sebaik-   

baiknya; 

14. Memberikanipelayananisebaik-baiknyaikepadaimasyarakat; 

15. Membimbingibawahanidalamimelaksanakanitugas; 

16. Memberikanikesempatanikepadaibawahaniuntukimengembangkanikariri  

dani 

17. Menaatiiperaturanikedinasaniyang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

 



 

Bila kewajiban Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan, maka ada larangan bagi 

pegawai negeri sipil pula yang harus dihindari. HaliiniidiaturidalamiPeraturani 

PemerintahiNomori53iTahuni2010itentangiDisipliniPegawaiiNegeriiSipiliPasali4 

yaitui:8 

SetiapiPNSidilarangi : 

1. Menyalahgunakaniwewenangi; 

2. Menjadiiperantaraiuntukimendapatkanikeuntunganipribadiidaniatauiorang 

lainidenganimenggunakanikewenanganiorangilain; 

3. TanpaiiziniPemerintahimenjadiipegawaiiatauibekerjaiuntukinegarailaini 

daniatauilembagaiatauiorganisasiiinternasional;i 

4. Bekerjaipadaiperusahaaniasing, konsultaniasing, atauilembagaiswadayai 

masyarakatiasing;i 

5. Memiliki,imenjual,imembeli, imenggadaikan, imenyewakan, atau 

meminjamkanibarang-barangibaikibergerakiatauitidakibergeraki, dokumen 

atauisuratiberhargaimilikinegaraisecaraitidakisah; 

6. Melakukanikegiatanibersamaidenganiatasan, temanisejawat, bawahan, atau 

orangilain di dalamimaupun di luarilingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan negara; 

7. Memberiiatauimenyanggupiiakanimemberiisesuatuikepadaisiapapunibaik 

secarailangsungiatauitidakilangsungidanidenganidalih apapun untuk 

diangkatidalamijabatan; 

                                                           
8 Ibid., Pasal 4 

 



8. Menerimaihadiahiatauisuatuipemberianiapaisajaidariisiapapunijugaiyang 

berhubunganidenganijabatanidan/atauipekerjaannya; 

9. Bertindakisewenangi-iwenangiterhadapibawahannya;i 

10. Melakukanisuatuitindakaniatauitidakimelakukanisuatu tindakan yang dapat 

menghalangiiatauimempersulitisalahisatuipihakiyangidilayaniisehingga 

mengakibatkanikerugianibagiiyangidilayani; 

11. Mengahalangi berjalannyaitugasikedinasan; 

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan cara : 

a. Ikutisertaisebagaiipelaksanaikampanye; 

b. Menjadiipesertaikampanyeidenganimenggunakaniatributipartaiiatau 

atributiPNS;i 

c. SebagaiipesertaikampanyeidenganimengerahkaniPNSilain;idan/atau 

d. Sebagaiipesertaikampanyeidenganimenggunakanifasilitasinegara; 

13. Memberikanidukunganikepadaicalon Presiden dan Wakil Presiden dengan 

cara: 

a. Membuati keputusanidan/atauitindakaniyangimenguntungkan atau 

merugikanisalahisatuipasanganicaloniselamaimasaikampanye, daniatau 

b. Mengadakanikegiataniyangimengarahikepadaikeberpihakaniterhadap 

pasanganicaloniyangimenjadiipesertaipemiluisebelum,iselama,iidan 

sesudahimasaikampanyeimeliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 



14. MemberikanidukunganikepadaicalonianggotaiDewaniPerwakilaniDaerah 

atauicaloniKepalaiDaerah/WakiliKepalaiDaerahidenganicaraimemberikan 

suratidukunganidisertaiifotoikopiiKartuiTandaiPenduduki atau Surat 

KeteranganiTandaiPendudukiSesuaiiPeraturan Perundang-undangan, dan 

15. Memberikanidukunganikepadaicalon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

denganicarai: 

a. TerlibatidalamikegiatanikampanyeiuntukimendukungicaloniKepala 

Daerah/wakilikepalaidaerah; 

b. Menggunakanifasilitasiyangiterkaitidenganijabatanidalamikegiatan 

kampanye; 

c. Membuatikeputusanidan/atauitindakani yangi menguntungkan atau 

merugikanisalahisatuipasanganicaloniselamaimasaikampanye dan/atau 

d. Mengadakan ikegiataniyangimengarahikepadaikeberpihakaniterhadap 

pasanganicaloniyangimenjadiipesertaipemiluisebelum,iselama, dan 

sesudahimasaikampanyeimeliputiipertemuan,iajakan,ihimbauan,seruan

atauipemberianibarangikepadaiPNSidalam lingkunganiunit kerjanya, 

anggota keluarga,idan masyarakat. 

BagiiPegawaiiNegeriiSipiliyangimelanggar iketentuani kewajiban dan larangan 

PegawaiiNegeriiSipilidapat diberikan hukuman disiplin. Tingkatan serta jenis 

hukuman disiplin pun bermacam-macam. Hal ini diatur dalam Pasali7i 

PeraturaniPemerintahiNomori53iTahuni2010 tentangiDisipliniPegawaiiNegeri 

Sipiliyaitui:9 

                                                           
9 Ibid., Pasal 7 



(1)Tingkatihukumanidisipliniterdiriidari : 

a. hukumanidisipliniringan; 

b. hukumanidisiplinisedang; dan 

c. hukumanidisipliniberat 

(2) Jenisihukumanidisipliniringanisebagaimanaidimaksudipadaiangkai(1) hurufia 

terdiriidarii: 

a. teguranilisan;i 

b. teguranitertulisi; dani 

c. pernyataanitidakipuasisecaraitertulisi 

(3)  JenisiHukumanidisiplinisedangisebagaimanaidimaksudipadaiangka (1) hurufib 

terdiriidarii: 

a. penundaanikenaikanigajiiberkalaiselamai1i(satu)itahun; 

b. penundaanikenaikanipangkatiselamai1i(satu)itahun;idan 

c. penundaanipangkatisetingkatilebihirendahiselamai1i(satu)itahun 

(4) Jenisihukumanidisipliniberatisebagaimanaidimaksudipadaiangkai(1)ihurufic 

terdiriidarii: 

a. penurunanipangkatisetingkatilebihirendahiselamai3i(tiga)itahun; 

b. pemindahanidalamirangkaipenurunanijabatanisetingkatilebihirendah; 

c. pembebasanidariijabatan; 

d. pemberhentianidenganihormatitidakiatasipermintaanisendiriisebagaiiPNS; dan 



e. pemberhentianitidakidenganihormatisebagaiiPNS. 

Setiapipenjatuhanihukumanidisipliniditetapkanidenganikeputusanipejabat 

yangiberwenangimenghukum.iKeputusanitersebutidisampaikanisecaraitertutup 

olehipejabatiyangiberwenangimenghukumiatauipejabatilainiyangiditunjukikepada 

PNSiyangibersangkutanisertaitembusannyaidisampaikanikepadaipejabatiinstansi 

terkait.iPenyampaian keputusanihukumanidisiplinidilakukanipalingilambati14 hari 

kerja sejak keputusan ditetapkan.10 

JikaiPNSitersebutitidakisetujuidenganikeputusanipejabatiterkaitipelanggar an 

disipliniPNS, makaidapatidilakukaniupayaiadministratif , yangiterdiriidari:11 

a.    keberatani; dan 

b.    bandingiadministratif 

1.    Keberatan 

Hukumanidisipliniyangidapatidiajukaniupayaiadministratifikeberataniadalahihuku

man disiplinisedangiyangiberupaipenundaanikenaikanigajiiberkalaiselamai1i(satu) 

tahuniatauipenundaanikenaikanipangkatiselamai1i(satu)itahuniyangidijatuhkan 

oleh:12 

a.    PejabatistrukturalieseloniIidanipejabatiyangisetaraikeibawah; 

b.  SekretarisiDaerahiPejabat struktural eselon II Kabupateni/Kota ke 

bawah/Pejabat yangisetaraikeibawah; 

                                                           
10 Ibid., Pasal 31 angka (1), (2), dan (3) 
11 Ibid., Pasal 32 
12 Ibid., Pasal 34 angka (1) jo. Pasal 7 angka (3) huruf a dan huruf b 



c.   PejabatistrukturalieseloniIIikeibawahidiilingkunganiinstansiivertikalidaniunit 

denganisebutanilainiyangiatasanilangsungnyaiPejabatistrukturalieseloniiIiiyang 

bukaniPejabatiPembinaiKepegawaian;idani 

d.   PejabatistrukturalieseloniIIikeibawahidiilingkunganiinstansiivertikalidan 

KantoriPerwakilaniProvinsiidaniunitisetaraidenganisebutanilainiyangiberadaidi 

bawahidanibertanggungijawabikepadaiPejabatiPembinaiKepegawaian. 

Prosesnya: 

a. Keberatanidiajukanisecaraitertulisikepadaiatasanipejabatiyang berwenang 

menghukumidenganimemuatialasanikeberatanidanitembusannyaidisampa

ikan kepadaipejabatiyangiberwenangimenghukum.iKeberatanidiajukan 

dalamijangkaiwaktui14ihari,iterhitungimulaiitanggaliyangibersangkutan 

menerimaikeputusanihukumanidisiplin.13 

b. Pejabatiyangiberwenangimenghukum, harus memberikanitanggapaniatas 

keberataniiyang diajukanioleh PNSiiyang bersangkutan. Tanggapan 

disampaikanisecaraitertulis kepadaiatasaniPejabatitersebut, dalamijangka 

waktu 6 (enam) hariikerjaiterhitungimulaiitanggaliyangibersangkutan 

menerimaitembusanisuratikeberatan.14 

c. Atasanipejabatitersebutiwajibimengambilikeputusaniatasikeberataniyang 

diajukaniolehiPNSidalamijangkaiwaktui21ihariikerjaiiterhitungiimulai 

tanggaliyangibersangkutanimenerimaisuratikeberatan.15 

                                                           
13 Ibid., Pasal 35 
14 Ibid., Pasal 36 angka (1) dan (2) 
15 Ibid., Pasal 36 angka (3) 



d. Apabilaadalammjangkawwaktuotersebutopejabat yang berwenang 

menghukummtidakkmemberikanntanggapannatasskeberatan, maka atasan 

pejabatttersebuttmengambillkeputusannberdasarkan data yang ada. 

Atasannpejabatnyangnberwenangnmenghukum dapat memanggil 

dan/atau memintaaketeranganndarippejabat yang berwenang menghukum, 

PNSyyang dijatuhiihukumanidisiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap 

perlu.16 

e. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, 

memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang 

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang ditetapkan 

dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.17 

f. Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan 

mengikat. Apabila dalam waktu lebih 21 hari kerja atasan pejabat yang 

berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka 

keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.18 

2.    BandingiAdministratifif 

a.    pemberhentianidenganihormatitidakiatasipermintaanisendiriisebagaiiPNS; dan 

b.    pemberhentianitidakidenganihormatisebagaiiPNS. 

olehiPejabatiPembinaiKepegawaianiatauiGubernur.19 

                                                           
16 Ibid., Pasal 36 angka (4) dan (5) 
17 Ibid., Pasal 37 angka (1) dan (2) 
18 Ibid., Pasal 37 angka (3) dan (4) 
19 Ibid., Pasal 34 angka (2) jo. Pasal 7 angka (4) huruf d dan huruf e 



Upaya hukum banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian.20 

GugatanikeiPengadilaniTataiUsahaiNegara 

Jikaiupayaihukumiadministratifiii(keberatanidan/atauibandingiadministratif)iiii 

tersebut telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa 

puas, barulahipersoalannyaidapatidigugatidanidiajukanikeiPengadilaniTataiUsaha 

Negara.21 

 C. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi 

PegawaiiNegeriiSipilidaniPegawaiiPemerintah dengan perjanjian kerja yang  

bekerja pada instansi pemerintah.22 PegawaiiNegeriiSipiliyang 

selanjutnyaidisingkatiPNS adalahiwargainegaraiIndonesiaiyangimemenuhiisyarat 

tertentu, diangkatisebagaiipegawaiiASNisecaraitetapioleh jabatan pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.23 Pegawaiipemerintahidengan 

perjanjiannkerjaayangaselanjutnyaidisingkatiPPPKiadalahiwarga negara Indonesia 

yangimemenuhiisyarat tertentuu dan diangkatiberdasarkaniperjanjianikerja untuk   

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.24 Pegawai 

PemerintahidenganiPerjanjianiKerjai(PPPK)imempunyai masa kerja sesuai dengan 

                                                           
20 Ibid., Pasal 38 angka (1) 
21 Ibid., Pasal 48 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha 

Negara beserta penjelasannya, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3344 
22 Ibid., Pasal 1 angka 1 
23 Ibid., Pasal 1 angka 3 
24 Ibid., Pasal 1 angka 2 



masa perjanjian kerja dengan pemerintah. Masa bekerja yang dijalankan tergantung 

pada kebutuhan instansi terkait. Perbedaannya dengan Aparatur Sipil Negara atau 

Pegawai Negeri Sipil yaitu selama bekerja seorang PegawaiiPemerintahidengan 

PerjanjianiKerjai(PPPK)itidakimempunyai Nomor Induk Pegawai seperti layaknya 

seorang PNS. Selain itu Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak 

memperoleh Jaminan Pensiun, jaminan hari tua serta fasilitas seperti pegawai 

negeri sipil yang dijelaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.25 

1. Hak, Kewajiban dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara 

a. HakiAparaturiSipiliNegara 

BerdasarkaniUndangi-iUndangiNomori5 Tahuni 20149Pasal 21 tentang Hak-hak 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalahisesuatuiyangiditerimaioleh 

PegawaiiNegeriiSipill(PNS) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus 

dipenuhi dan diperoleh, antara lain26: 

a. Gaji,iTunjangan,idanifasilitas; 

b. Cuti;ii 

c. Jaminanipensiunidanijaminanihariitua;mm 

d. Perlindungan; dan 

e. Pengembangan Kompetensi. 

Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK9berhakimemperoleh927: 

a. Gajiidanitunjangan; 

b. Cuti;i 

c. Perlindungan; dan 

                                                           
25 Ibid., Pasal 21 
26 Ibid., Pasal 21 
27 Ibid., Pasal 22 



d. Pengembangan Kompetensi. 

b. Kewajiban Pegawai ASN adalah28: 

a. SetiaidanitaatipadaiPancasila,iUndangi-iUndangiDasar iNegarai Republik 

Indonesiaitahunii1945,iiNegaraiiKesatuaniiRepublikiiIndonesia,iidan 

pemerintahiiyangiisah; 

b. Menjagaiipersatuaniidaniikesatuaniibangsa; 

c. Melaksanakanikebijaksanaaniiyangiidirumuskanipejabat pemerintah yang 

berwenang;i 

d. Menaatiiketentuaniperaturaniperundangi-iundangan; 

e. Melaksanakanetugasekedinasanedenganipenuhipengabdian, kejujuran, 

kesadaranidanitanggungijawab; 

f. Menunjukkannintegritasndannketeladananodalam sikap, perilaku,iucapan 

danitindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. Menyimpanirahasiaijabatanidanihanyaidapatimengemukakanirahasia; 

h. Jabatanisesuaiidenganiketentuaniperaturaniperundang-undangan; dan 

i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

c. Kedudukan Aparatur Sipil Negara29: 

a. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Sipil Negara. 

b. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

instansi pemerintah. 

c. PegawaiiASNiharusibebasidariipengaruhidaniintervensiisemuaigolongan 

danipartaiipolitik. 

                                                           
28 Ibid., Pasal 23 
29 Ibid., Pasal 8-9 



d.     Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara 

1) Pegawai ASN berfungsi sebagai30: 

a. Pelaksana Kebijakan Publik; 

b. Pelayanan Publik; dan 

c. Perekat dan Pemersatu Bangsa. 

2) Pegawai ASN bertugas31: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembinaan 

kepegawaianisesuaiidenganiketentuaniperaturaniperundang-undangani; 

b. Mempercepat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 

netral, bebasidariiintervensiipolitik,isertaibersihiidariiipraktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.32 

 

 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri Sipil 

                                                           
30 Ibid., Pasal 10 
31 Ibid., Pasal 11 
32 Ibid., Pasal 12 



Makna Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kamus umum Bahasa Indonesia, 

pegawaiiberartiiorangiyangibekerjaipadaipemerintahi(perusahaan,iiikantor,iiidan 

sebagainya), sedangkaniinegeriiiberarti negaraaatauoopemerintah, jadioopegawai 

negeriisipiliiadalah orangiyang bekerjaipada pemerintah atau negara.33 Pegawaii 

NegeriiSipiliiyangiselanjutnyaidisingkatiPNSiadalahiwargainegaraiiIndonesia 

yangimemenuhiisyaratitertentu, diangkatisebagaiipegawaiiASNisecaraitetapioleh 

jabatan pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.34 Melihat 

Undang-Undang lain yang berlaku, terdapat pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang agak berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok 

Kepegawaian, seperti di dalam Undang-UndangiPemberantasaniTindak iPidana 

Korupsii pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan pegawai negeri sipil 

yang dimaksud oleh Undang-Undang ini, meliputi juga orangi-iorang yangi 

menerimaigajiiatau upahhdariisuatuobadan/badanihukum yangimenerimaibantuan 

dariikeuanganinegara atauidaerah atau badan hukum lain yang menggunakan 

modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.35 

Berhubungan dengan makna pegawai negeri atau seseorang bisa dikatakan sebagai 

pegawai negeri jika seseorang tersebut memenuhi sejumlah unsur yaitu : 

a. Memenuhi kriteria syarat-syarat yang diatur; 

b. Dilantik oleh pejabat yang berwenang; 

c. Diberikan tugas dalam sebuah jabatan Negara lainnya; dan 

d. Diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
33 W,J,S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 702 
34 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. 
35 Faisal Abdullah, 2011, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 
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Berdasarkan pengertian pegawai negeri yang berlaku dalamiperaturaniperundangi-

iundangan yangimengaturitentangi pokok-pokok kepegawaian, dapat dilihat 

adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dari seorang untuk dapat diangkat sebagai 

pegawai negeri yaitu sebagai berikut:36 

a. WargaiNegaraiRepublikiIndonesiaiyangitelahimemenuhiisyaratiiyangii 

ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai 

persyaratan tentang syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai pegawai 

negeri diatur dalamiiPeraturaniiPemerintahiNomori11 Tahuni2002itentang 

perubahani atas Peraturani Pemerintahi Nomori 89 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan persyaratannya adalah sebagai 

berikut : 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-

tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 

3) Tidak pernah dihukumipenjara atauiikurunganiiberdasarkaniputusan 

pengadilaniiyang sudahiimempunyaiikekuatanihukumiyangitetap,iikarena 

melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri 

dan atau tidakidenganihormatisebagaiiPegawaiiNegeriiSipili(PNS) atau 

diberhentikanitidakidenganihormatisebagaiipegawaiiswasta; 

5) Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri; 

6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 

diperlukan; 

                                                           
36 Op. Cit. Faisal Abdullah, hlm. 4 



7) Berkelakuan baik; 

8) Sehat jasmani dan rohani; 

9) BersediaiditempatkanidiiseluruhiwilayahiNegaraiiKesatuaniiRepublik 

Indonesiaiatauinegarailainiyangiditentukaniolehipemerintah; dan 

10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

b. Diangkat Oleh pejabat berwenang. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat 

yangiimempunyai kewenanganiimengangkat, memindahkan dan 

memberhentikan PegawaiiNegeriiberdasarkaniperaturan perundang-

undanganiiyangiiberlaku. 

c. Diserahiitugasidalamisuatuijabatan negeriiatau diserahiitugas negara 

lainnya. 

d. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Pokok 

Kepegawaian sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirubah menjadi Aparatur Sipil 

Negara. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil serta 

pegawai tidak tetap pemerintah yang dilantik oleh pejabat yang berwenang secara 

kompetitif dan mengacu pada asas merit, dan diberi tugas untuk melaksanakan 

tugas-tugas pembangunan negara serta tugas pemerintahan, memiliki nilai-nilai 

dasar, profesional, bersih dari intervensi politik, beretika profesi, terbebas dari 

korupsi, kolusi serta nepotisme dan digaji berdasarkan aturan yang berlaku. 

 

1. Penggolongan Pegawai Negeri Sipil : 

PegawaiiNegeriiSipiliPusat ialah pegawai negeri sipil yang gajinya berasal pada 

belanja negara serta anggaran pendapatan. Pegawai Negeri Sipil tersebut 



bekerjaapadaadepartemen,llembagappemerintahnnonddepartemen, kesekretariatan 

lembagainegara,iinstansi vertikalidi daerahiProvinsiiKabupateniKota, kepaniteraan 

pengadilan1atauidirekrut untuk melaksanakan tugas negara lainnya.37 Pegawai 

SipiliDaerah adalahiPegawaiiNegeriiSipiliDaerah atau Provinsi/Kabupaten/Kota 

yang gajinya dibebankan anggaranppendapatanddanbbelanjaddaerahddanbbekerja 

padaapemerintahddaerah atau dipekerjakan diluar instansi indukya.38 

 Pegawai Negeri Sipil Pusat serta Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 

dipekerjakan diluar instansi utama, gajinya ditanggung oleh instansi yang mendapat 

bantuan kerja. Pejabat yang memiliki wewenang seperti yang dijelaskan dalam 

Pasal 2 angka (3), pejabat yang memiliki wewenang tersebut bisa melantik pegawai 

yang tidak tetap. Definisi dari Pegawai Tidak Tetap tersebut adalah pegawai yang 

dipekerjakan untuk masa waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pembangunan 

serta pemerintah yang bersifat teknis administrasi serta profesional, sesuai dengan 

kebutuhan serta kemampuan dari organisasi tersebut. Pegawai Tidak Tetap tidak 

dikategorikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberian nama Pegawai Tidak Tetap 

memiliki makna sebagai di luar Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya (tenaga 

kerja). Istilah Pegawai Tidak Tetap merupakan salah satu usaha preventif 

pemerintah dalam kebutuhan pegawai yang sangat banyak tetapi terbatas oleh dana 

APBN atau APBD dalam sistem penggajiannya.39 

2. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, 

pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas 
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berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.40 Pengertian 

tersebut berisi tentang dua hal yaitu : bahwa pembinaan tersebut dapat berupa 

proses, tindakan, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan dapat 

mengarahkan pada perbaikan atas suatu hal. Pengertian yang lain yaitu bahwa 

pembinaan dalam manajemen sumber daya manusia adalah usaha untuk menaikkan 

kompetensi serta potensi melalui pendidikan formal maupun informal, pembinaan 

menurut definisi tersebut bertujuan untuk mencari kompetensi serta profesi 

pegawai.41 

 Pembinaan adalah fase mengarahkan yang dikerjakan oleh seorang manajer 

untuk memberikan serta melatih orientasi pada seorang pekerja tentang kenyataan 

di tempat kerja dan membantunya mengatasi rintangan dalam hal mencapai prestasi 

yang maksimal. Pembinaan sangat erat hubungannya dengan kata membimbing, 

membina, yaitu proses pemberian dukungan dari seorang manager untuk membantu 

seorang pekerja menyelesaikan masalah pribadi di tempat bekerja atau masalah 

yang timbul akibat perubahan organisasi yang berimbas pada pada prestasi kerja. 

Pembinaan pegawai bisa didefinisikan sebagai suatu kebijaksanaan agar 

perusahaan (organisasi) mempunyai karyawan atau pegawai yang hebat dan siap 

berhadapan dengan tantangan. 

 Dalam pembinaan diberi batas yang sempit sebagai usaha untuk 

meningkatkan skill karyawan melalui pelatihan serta pendidikan, pengertian 

pembinaan pada administrasi kepegawaian diberikan makna yang luas, meliputi 

beberapa unsur kegiatan seperti pengembangan pendidikan serta latihan, karir, 

                                                           
40 Miftah Thoha, 1999, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, Kencana Pres, hlm. 

52 
41 Ibid., hlm. 7 



perpindahan, sampai kesejahteraan di luar dari gaji. Pembinaan pada konteks 

pembahasan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai didefinisikan sebagai 

proses pembentukan sosok pegawai yang diharapkan suatu organisasi atau 

perusahaan. Kegiatan pembinaan itu termasuk pembentukan mental dan sikap yang 

setia dan loyal kepada negara serta pemerintah yang berdasarkan Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar 1945, serta meningkatkan kesepakatan dan keterampilan 

menjalankan organisasi. Langkah tersulit dalam pembinaan yaitu mengubah sikap 

mental serta meningkatkan kemampuan mereka yang menjabat sebagai Pegawai 

Negeri. 

B. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah adalah alat pada sistem pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah 

Daerah termasuk dalam otoritas administratif pada suatu tempat yangg 

lebihhkecilldariisebuahhnegaraadimanaanegara Indonesiaaadalah sebuah negara 

yang memiliki wilayah yang terbagiiatassdaerah-daerahiprovinsi. Daerahiprovinsi 

tersebutidibagiikembaliimenjadiidaerah Kabupatenidanidaerah Kota. Setiapi 

Provinsi, Kabupaten serta Kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilahipemerintahiserta 

ipemerintahan,iselalu digabungkan seolah-olah keduanya mengandung makna 

yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Secara etimologis, 

menurut Victor M.Situmorang serta Cormentyna Sitanggang42 menjelaskan definisi 

pemerintah sebagai berikut : 

                                                           
42 Victor Sitanggang dan Cormentyna Sotanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1995 



SebutaniPemerintahiberasalidariikataiperintah yang artinya menyuruh melakukan 

sesuatuisehinggaibisaidikatakan bahwa : 

1. Pemerintahiadalahikekuasaanitertinggiiuntukimemerintahidiidalam suatu 

negara. Pemerintahiialahinamaisubjekiyangiberdiriisendiri, contohnya 

Pemerintah PusattdannPemerintah Daerah. 

2. Pemerintahanidipandangidariisegiibahasaiberasalidariikataipemerintah, 

termasukksubjekkyanggmempunyaiiiakhiran an. Artinyaapemerintah 

sebagaiipelakuuatauusubjekkuntukmmelakukan kegiatan/tugas. Sedangkan 

cara untuk mengerjakan tugas/kegiatan itu disebut pemerintahan. Atau bisa 

dikatakan pemerintahanidikatakanijugaiisebagaiiperbuatan untuk 

memerintah. Sedangkanitambahan akhiran an bisaijuga dimaknaiisebagai 

bentukkjamakkdanidapat diartikannlebih dariisatuppemerintahan. 

Selanjutnyaidalamikepustakaan Inggris ditemui kata government yang 

sering dimaknai sebagai pemerintah ataupun pemerintahan. 

PengertianiPemerintahaniyangilebihilengkapidikemukakaniolehiMariun43: 

“istilah pemerintahan mengarah pada tugas pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah 

pemerintah mengarah pada badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan 

fungsi atau bidang tugas pekerjaan, bisa disimpulkan jika pemerintah menunjuk 

kepada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subjek.” 

Undang-UndanggNomorr233Tahun 2014 tentang PemerintahiDaerah menjelaskan 

bahwa Pemerintah adalah kepala daerah yang termasuk dalam unsur pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraaniurusan 
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pemerintahaniyangimenjadiiwewenangidariidaerahiotonom.SedangkanPemerintah

an Daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah serta pemerintah daerah berdasarkan asas tugas 

pembantuan dan asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistems 

daniprinsippNegarakKesatuanrRepublikiIndonesiassepertiyyangddijelaskanppada 

Undang-UndanggDasar NegaraaRepublikkIndonesia Tahunn1945. 

Pada setiapipemerintahidaerah dipimpiniolehkKepalaaDaerahhyang dipilih dengan 

cara yang demokratis. Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, 

Bupati sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten dan Walikota sebagai Kepala 

Pemerintah Kota. Kepala serta WakillKepalaaDaerah memilikiitugas, 

wewenangssertakkewajibanddanllarangan. Seorang Kepala Daerah juga punya 

kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahan daerah kepada Pemerintah 

serta melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta mensosialisasikan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah pada 

masyarakat. 

Urusan yang tidak diberikan kepada daerah dalam hal penyelenggaraan asas 

desentralisasi termasuk kewenangan serta tanggung jawab daerah sepenuhnya. 

Dalam hal ini sepenuhnya diberikan ke daerah, baik yang termasuk penentuan 

kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan demikian juga 

perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.44  

Gubernur yang menjabat berkedudukanjjugassebagaiwwakilppemerintah 

pusattpada wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam artian untuk memperpendek 

                                                           
44 Daan Suganda, 1992, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah, 

Bandung : Sinar Baru, hlm 87 



dan menjembatani rentang kendali penyelenggaraan fungsi serta tugas Pemerintah 

termasuk dalam pengawasan serta pembinaan pada pelaksanaan urusan 

pemerintahan pada tingkat pemerintahan kabupaten serta kota. Pada jabatannya 

sebagai wakil pemerintah pusat seperti yang dimaksud, Gubernur memiliki 

tanggung jawab terhadap presiden. 

Selain itu, perannpemerintah daerahhjuga dimaksudkanndalamnrangka 

melaksanakanndesentralisasi, dekonsentrasiidan tugasppembantuan sebagaiwwakil 

pemerintahhdiddaerahhotonomyyaitu untukkmelakukan:45 

1. Desentralisasiiyaitu melaksanakannsemua urusan yang semula adalah 

kewenangannpemerintahan menjadiikewenangan pemerintahidaerah untuk 

mengatur dan mengurussurusanppemerintahan dalam sistemnNegara 

KesatuannRepubliknIndonesia; 

2. Dekonsentrasiiyaituumenerimappelimpahanw wewenang pemerintahan 

oleh Pemerintah kepadaaGubernurrsebagai wakilppemerintah dan/atau 

kepadaiinstansivvertikal diwwilayah tertentuuuntukddilaksanakan; dan; 

3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakannsemuaapenugasan dariiPemerintah 

kepadaddaerah daniatau desa dari pemerintah provinsi kepada 

kabupateni/ikota dani/iatau desa serta dariipemerintahhkabupaten/kota 

kepadaddesauuntukmmelaksanakan tugasutertentu. 

Berdasarkan penjelasan Padal 18 UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan.46 Desentralisasi perlu 

dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi 

                                                           
45 Rianto Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi), Jakarta, Efek 

Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm 90 
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Pancasila dan sistem politik Indonesia.47 Desentralisasi merupakan alat untuk 

melanjutkan pembangunan nasional secara khusus. Dalam rangka 

mnyelenggarakan peran desentralisasi, dekonsentrasi serta tugasipembantuan, 

pemerintahhdaerah menjalankanhurusan pemerintahiyang konkuren, berbeda 

denganppemerintahppusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

absolut. Urusan pemerintahan yang konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat, 

Daerah Provinsi serta Daerah Kabupateni/ikota. Pembagianuurusanttersebut 

didasarkanppada prinsip efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan kepentingan 

strategis negara. Urusan pemerintahan itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan 

Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan yang konkuren terdiri dari urusan 

pemerintahan pilihan dan wajib. Urusan pemerintahan yang wajib terbagi lagi 

menjadi urusan pemerintahan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan serta 

pelayanan dasar yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan 

fungsi pemerintahan daerah akan berjalan secara maksimal jika pelaksanaan urusan 

pemerintahan diiringi dengannpemberianssumber-sumber penerimaannyang cukup 

pada daerah dengan berpedoman pada Undangi-iUndang Nomori33iTahun 2004 

tentangiPerimbanganiKeuangan antaraiPemerintah Pusatidan PemerintahiDaerah, 

dimana besarnya akan disesuaikan dan disamakan dengan pembagian wewenang 

antaraaPemerintah dannDaerah.48 Semuassumberkkeuangan yangbberada pada 

setiap urusan pemerintah yang diberkan kepadaddaerah menjadissumber 

keuanganddaerah.  

                                                           
47 Ibid 
48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 



 Undang-UndangnNomori333Tahuni2004 yang mengatur tentang 

Keuangan Negara menjelaskan bahwakkekuasaanppengelolaan keuangannnegara 

adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan serta kekuasaan pengelolaan keuangan 

negara yang berasal dari presiden sebagai kepala negara serta sebagian diserahkan 

kepada gubernur, bupati, walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah untuk 

mengatur keuangan daerah serta mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 

harta kekayaan daerah yang dipisah. Aturan tersebut berdampak pada pengaturan 

pengelolaan keuangan daerah yang berarti Kepala Daerah atau yang terdiri dari 

gubernur, bupati dan walikota adalah pemegang wewenang dalam pengelolaan 

keuangan daerah serta bertanggung jawab pada pengaturan keuanganndaerah 

sebagaiibagianddariikekuasaanppemerintahanddaerah.  

Dalammmenjalankan wewenangnya, seorang kepala daerah melimpahkan sebagian 

atau semua kekuasaan keuangan daerah pada para pejabat perangkat di daerah.  

Sehingga, pengaturan, tanggung jawab serta pengelolaan keuangan daerah melekat 

serta menjadissatuudenganppengaturanppemerintahan daerahi, yaitu dalam 

Undangi-iUndang tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah bisa 

melakukanppinjamanyyangbberasal darippenerusanppinjamanhhutang luarnnegeri 

yang berasall darimMenterikKeuangan ataspnama PemerintahpPusat setelah 

mendapatkannpertimbangannMenteridDalam Negeri. PemerintahdDaerah bisa 

melakukan penyertaan modal di suatu Badan Usaha Milik Swasta atau Milik 

Pemerintah. Pemerintah daerah bisa mempunyai Badan Usaha Milik Daerah yang 

penggabungan, pembentukan pembubaran, pelepasan kepemilikannya ditetapkan 

dengan Perda yang berpegang pada peraturan perundang-undangan. Pengertian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana keuangan tahunan yang 



ditetapkan Pemerintah Daerah dengan sarana Peraturan Daerah. APBD adalah 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran 

terhitung mulai satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember. Kepala 

daerah memberikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dilampirkan 

dengan penjelasan serta dokumen pendukung kepada DPRD untuk mendapatkan 

persetujuan bersama.  

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi perihal APBD yang telah disepakati 

bersama serta rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjelasan APBD sebelum 

disahkan oleh Gubernur paling lama 3 hari diberitahukan kepada Menteri Dalam 

Negeri untuk dianalisis dan evaluasi. Rancangan Perda Kabupaten atau Kota 

tentang AnggaraniPendapatan dan BelanjaiDaerah yang telah disepakati bersama 

serta rancangan Peraturan Bupati atau Walikota tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum disahkan oleh Bupati/walikota paling 

lama tiga hari diberitahukan kepada Gubernur untuk diperiksa. Semua penerimaan 

serta pengeluaran pemerintah daerah dibiayakan dalam APBD serta dilaksnakan 

melalui rekening kas daerah yang dipegang oleh Bendahara Umum Daerah. 


